
BUPATI BANYUASIN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 210 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERGESERAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 171 TAHUN 
2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2015 

Menimbang 

f, Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan 
Bupati Nomor 171 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2015, perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 
Nomor 828/KPTS/BPKAD /2015 tentang Alokasi Belanja 
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota, 
Pernerintah Desa dan Partai Politik pada Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
Anggaran 2015 mengalami perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan 
Bupati Banyuasin. 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lemba ran Negara Republik Indonesia Nornor 3688); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2002 ten tang Pembentuka n 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Surnatera Selatan 
(Lernbaran Negara Repl..1blik Indonesia Tahun 2002 Nornor 19 , 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4181); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Le rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomo r 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang ... 



5. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbenclaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta mbahan 
Negara Republik Indonesia Nomo:r 435 5); 

I 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan N_egara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo r 4400); 

7. Unclang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Unda,ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5049); 

10 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 ten tang Pemben tukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan . Pernerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembarc;tn Negara Republik Indon esia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tamba h a n Lemba ra n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

13. Peratura n Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Ta mbaha n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peratura n Pemerin tah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
47 12); 

14. Peraturan ... 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No'Tior 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

15 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembara n 
Nega ra Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenta ng 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 136, Tarnbahan Lembaran Negara 
Rep1..1b1 ik Indonesia Nomor 4574) ; 

17. Pera tura n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 te n tan g Da na 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lemba ra n Negara Republik 
Indon esia Nomor 4575) ; 

18 . Peratura n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenta n g S iste m 
Inforrna si Keuangan Daerah (Lernbara n Negara Ref-ublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaha n Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

19 . Peratura n Pemerintah Nomor 57 Ta hun 2005 tentang Hi ba h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Ta rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

20. Pera tura n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lemba ra n Negara l~epubl ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah a n Lernba ra n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoma n Penyusunan dan Penerapa n Standa r Pelayan a n 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indon esic1 Tahun 2005 
Nornor 150, Tambahan Lembara n Negara Repu blik Indonesia 
Nornor 4S85); · 

22. Peratura n Pemerintah Nomor 8 Ta hun 2006 te n tang 
Pelapora n Keuangan dan Kinerj a Insta n s i Pern erin tah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo r 25 , 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik l ndo nesia 
Nomor 4614); 

-
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24 . Pera tura n ... 



24. 

25. 

4 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pemben tukan Organisusi Sekretaria t 
Daerah Kabupaten Banyuas in dan Sekretaria l DPRD 
Kabupate n Banyuasin (Lemba ra n Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaim a n a telah diubah 
dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 12 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2012 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015) ; 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 6 
Tahun 20 14 (Lembaran Dacrah Kabupate n Banyuasin 
Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyu asin Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Ba nyuasin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebaga iman a 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten 
Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daera h 
Ka bu paten Banyuasin Ta hun 20 14 Nomor 58, Ta mba han 
Lembo.ran Dae ra h Kabupaten Banyua sin Tah u n 10 14 
No rn or 03 5); 

27 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Ta hun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan da la m 
Ka bupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Ka bupaten 
Banyl1asin Tahun 2008 Nomor 20) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupateh Sanyuasin Nomor 5 Ta hu n 
2009 tentang Pembentukan Organ isasi Badan Perizina n 
Terpadu Kabupaten Ba nyuasi n (Lembaran Daerah Ka bu1.,aten 
Banyuasin Tahun 2009 Nomor 15); 

29. Pcratura n Daerah Kabupaten Banyuasin No mor 6 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Sada n 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perika n an clan Kehutanan 
I(abupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Ka bupa ten 
Banyuasin Tahun 2009 Nom or 16); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 
20 15 ten tang Perubaha n Anggaran Pen dapatan da n Bela nj a 
Daerah Ka bu paten Banyuasin Ta hun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 
5); 

31. Peraturan Bupati Ba nyuasin Nomor 171 Tahun 201 5 ten tan g 
Perubaha n Penjabaran Anggarnn Pe nda patan cl a n Bela nj a 
Daerah l~abupaten Banyuasin Tahun Anggaran 201 5 (Seri ta 
Daerah Kabupaten Ba nyuasinTahun 2015 Nomor 171). 

MEMUTUSKAN ... 
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e 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOT 171 

PERGESERAN 
TAHUN 2015 

ANGGARAN 
KABUPATEN 

TENT ANG PERUBAHAN PENJABARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pas al 1 

Peratura n Bupati Nomor 171 Ta h u n 2015 ten ta ng Pcrubahan 
Penj a ba ra n Anggaran Pendapatan da n Be la nja Daernh Tahun 
Anggara n 2015 (Berita Dae ra h Ka bu paten Ba nyuas i n Tahun 2015 
Nomor 171), sebagai berikut: 

a . 

b. 

C. 

d. 

Pergeseran a n ggaran a n tar kode rekening belanja pa d a tingkat 
jenis belanja , objek belanja dan rin cia n objek bela nj a; 

Pergeseran kegiatan; 

Pergeseran uraian dalam penj ela sa n kode rekening nnc1an 
objek belanja; 

Pergeseran An ggaran SKPD . 

BAB II 
PERUBAHAN 

SKPD yang mengalami pergeseran dalam PAPBD 2015 

Pasal 2 

(1) Dinas Kesehatan 

Bantua n Keu a n gan Kepada Kabupaten / Kota u n tu k Dinas 
Kese h a ta n Kabu paten Ba nyu asin berkura n g sebesar 
Rp .207 .791.000,-. 

(2 ) Dinas PU Cipta Karya 

Ba n tu an Keuangan Kepa cl a Kabupa ten / Kota u n tuk Dinas PU 
Cip ta Kaiyia Kabupaten Ba nyu a sin bertam bah sebesar 
Rp. 1.790 .371 .000 ,-. 

(3) Dinas PU Bina Marga 
Ban tu a n Keu a ngan Kepa da Ka bu paten / Kota untuk Din a s PU 
Bina Marga Kabupaten E}anyu asin be rku rang sebesa r 
Rp.1.44 8. 089.000, - . 

(4) Dinas PU Pengairan 
Ba n tu a n Keu angan Kepada Kabupa ten / Kota un tu k Dinas PU 
Penga ira n Ka bu pa ten Ba nyu asin be rku ran g sebesar 
Rp. 6 9.000 .O00 ,-. 

(5) Dinas ... 
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(5) Dinas Pertambangan dan Energi 
Bantuan Keuangan Kepada Kahupaten / Kota untuk Dinas 
Pertambangan dan En-e:rgi -Kabupaten Ba nyuasin berkurang 
sebesar Rp.65.491.000,-. 

BAB III 
PENGATURAN LEBIH LANJUT 

PERUBAHAN PENJABARAN PAPBD 2015 

Pasal 3 
Bahwa Pcrgeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal } dan 
Pasal 2 a kan disesuaikan pada Laporan Rea1isasi Anggaran 
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggara n 2015. 

Pasal 4 
Melalui Peraturan Bupati ini kepada SKPD yang mengalami 
pergeseran diminta mengambil langka h-langkah pc laksanaan 
kegiatan dimaksud. 

Pasal 5 
Pelaksanaan Pergeseran yang di tetapkan clalam Peraturan Bupati 
ini akan dituangkan lebih lanjut dalan1 Rencana Kerja Anggaran 
Perubahan dan Dokumen Pelaksa naan Perubahan Anggaran 
Satua n Kerj a Perangkat Daerah sesua1 deng,:m kcten tuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta ngga l diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beritc1. Daera h 
Kabupaten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
Pada tanggal 25 November 2015 

SERRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

' H. FIRMANSYAH 

Ditetapkan di Pangkalan Bala i 
Pada tanggal 25 November 2015 

BUPATI BAN UASIN,y 

~ YAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN 13ANYUASIN TAI-I UN 20 15 
NOMOR 210 


